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BUPATI TARAR LAUT
PROVIRSI KALIMANTAN SELATAN

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN TANAB LAUT

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MARA ESA

BUPATI TANAR LAUT,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah,
dikembangkan analisis standar belanja, tolak ukur
kinerja dan standar biaya ;

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas
penyusunan anggaran perlu adanya penyetaraan harga
setiap kegiatan pada instansi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standan Belanja di
Kabupaten Tanah Laut;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang
Undang Nomor 27 Tahun 1959 (LembJan Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4286);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20:; tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negar Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambah Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); I

4. Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4421 );

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20d4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor126,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4438 );

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) s Ibagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2 05 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar n Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor21, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3);

10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa k i, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Ata Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2 06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310)·
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengen alian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Car Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 'nahun 2017
Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 22 Tahun
2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor550);

13. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nompr 7 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2016 Nomor7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Lau Nomor 9
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Strategis Satuan KerjaPerangkat Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah
Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2008 Nomor9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Tanah Laut 2005-
2025 (LembaranDaerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2008 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Tanah
LautTahun 2016 Nomor6, Tambahan LembaranDaerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor25);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA DI KABUPATEN TANAR LAUT.

Pasail

Analisis Standar Belanja adalah standar yang digunakan untuk menganalisis
kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut untuk satu tahun anggaran.

Pasal2

AnalisisStandar Belanja dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kfgiatan dan
penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh instansi di
LingkunganPemerintah KabupatenTanah Laut.

Paul 3

Penerapan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian
anggaran.

Pasal4

Analisis Standar Belanja dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiranyangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dalamkondisi tertentu Penyusunan AnggaranKegiatanini dapat dikecualikan
untuk melebihi dari pada batas maksimal Analisis Standar Belanja dengan
Syarat:

1. adanya Surat atau regulasi yang membuat harus demikian;dan
2. dalam rangka lebih meningkakan kinerja pelaksanan kegiatan dengan

mendapat persetujuan dari TimAnggaranPemerintah Daerah.

PaulS

Dalam hal terjadi perubahan Harga Standarisasi Harga Barang dan Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka dilakukan kebijakan
penyesuaian indeks AnalisisStandar Belanjayang besarannya ditetapkan oleh
TimAnggaranPemerintah Daerah.

Pasal6

Penyusunan AnggaranBelanja bagi kegiatan yang belum ada AnalisisStandar
Belanja dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan az s efisiensi,
efektivitasdan memperhatikan tolokukur serta target kinerja yang terukur.
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Pasa17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 1'anah Laut.

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ditetapkan di Pel
pada tanggal 3'

.\'8UPATI TANAH

H. SYAHRIAN NURDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR


